
 

 

 

 

 
 

BUPATI R E J AN G L E B O N G  
P R O V I N S I  B E N G K U L U  

 

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  

NOMOR :   180.402.X TAHUN  2018 

 
TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI PUBLIK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
 

BUPATI REJANG LEBONG, 

 

Menimbang 

 

: a. Bahwa dalam upaya penyediaan informasi public di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka 

perlu disusun Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  yang 

menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan 

informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat 

diakses oleh masyarakat dengan mudah; 

  b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 dan pasal 16 

Peraturan Bupati Rejang bLebong Nomor 40 Tahun 2018 

tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Infromasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong, serta memenuhi  Nota Dinas Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong 

Nomor: 480/219/Bid.3/2018 tanggal 28 September 2018 Hal 

Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu disusun 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi 

Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong; 

  c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan  

Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Standar  

Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publikpada  

Pejabat  Pengelola  Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Propinsi  Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2828); 

  2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme   (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

 

 

 



  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi  Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

  5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

5017); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679) 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2o Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5149); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 

  12. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

  14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 

 

 



 



 























 


